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Abstract 

The problem of transportation is not an ordinary problem in the community, transportation has 

become a complex problem, basically transportation is useful for the movement of goods and 

people in distances that can even be said to be close. Public interest in using public 

transportation is very influential on the system implemented. In a good transportation system, 

several subsystems are needed to form the system. These subsystems can be classified into three 

namely activity systems, network systems and movement systems. The three systems must run 

together because there is a link between the three, it is not impossible if the three systems 

experience problems in practice, it will disrupt the stability of the system that has been built. The 

law also touches on the transportation system even though textually it is not mentioned, only 

contextually it can be interpreted in an efficient and effective transportation system, it will raise 

many questions about the regulation of the transportation system in the law.  
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Abstrak 

Masalah transportasi bukan merupakan sebuah persoalan yang biasa dimasyarakat, transportasi 

sudah menjadi persoalan yang kompleks, pada dasarnya transportasi berguna bagi perpindahan 

barang maupun orang dalam jarak yang bahkan bisa dikatakan dekat.  Minat masyarakat untuk 

menggunakan transportasi umum sangat berpengaruh pada sistem yang diterapkan. Dalam sistem 

transportasi yang baik dibutuhkan beberapa subsistem pembentuk sistem tersebut. Subsistem 

tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu sistem kegiatan, sistem jaringan dan sistem 

pergerakan.  Ketiga sistem tersebut harus berjalan bersamaan karena ada keterkaitan antara 

ketiganya, bukan tidak mungkin jika ketiga sistem tersebut mengalami kendala pada prakteknya, 

maka akan mengganggu stabilitas sistem yang sudah dibangun. Undang-undang juga 

menyinggung tentang sistem transportasi walau secara tekstual tidak disebutkan, hanya secara 

kontekstual hal itu dapat diartikan dalam sistem transportasi yang efisien dan efektif, maka akan 

banyak menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan sistem transportasi dalam undang-undang.  

 

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Sistem Transportasi di Indonesia.
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I. PENDAHULUAN 

ebutuhan akan sarana transportasi 

terus meningkat seiring dengan 

semakin banyaknya kebutuhan 

pengiriman barang dan perpindahan manusia 

itu sendiri. Transportasi darat adalah segala 

bentuk transportasi menggunakan jalan untuk 

mengangkut penumpang atau barang. Selain 

transportasi darat terdapat juga transportasi 

laut. Transportasi laut adalah suatu sistem 

pemindahan manusia atau barang yang bero-

perasi dilaut dengan menggunakan alat seba-

gai kendaraan dengan bantuan tenaga manusia 

atau mesin. Transportasi darat dan laut memi-

liki peran yang sangat penting didalam kehi-

dupan bangsa, karena semua aspek kehidupan 

bangsa, Karena semua aspek kehidupan ma-

syarakat tidak ada yang tidak bisa disentuh 

oleh transportasi. Sesuai dengan fungsinya, 

transportasi darat dituntut untuk dapat menye-

diakan jasa transportasi jalan, kereta api, su-

ngai, danau dan penyeberangan serta angkutan 

perkotaan, sehingga mampu menunjang per-

kembangan sektor – sektor lainnya. Sejak a-

wal peranan transportasi darat sangat dominan 

dalam segala aspek kehidupan masyarakat. 

Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indo-

nesia disebabkan oleh beberapa faktor antara 

lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri 

dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan 

yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai 

dan danau yang memungkinkan pengangkutan 

dilakukan melalui darat, perairan, dan udara 

guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. 

Salah satu contoh transportasi massal 

dengan memanfaatkan perkembangan zaman 

yakni transportasi online merupakan suatu 

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan 

yang berjalan dengan mengikuti serta meman-

faatkan perkembangan ilmu pengetahuan atau 

tekonolgi berbasis aplikasi dan online baik 

untuk pemesanan maupun pembayaran. Kei-

nginan yang hendak dicapai dalam perlindu-

ngan konsumen adalah menciptakan rasa a-

man bagi konsumen dalam memenuhi kebutu-

han hidup. Terbukti bahwa semua norma per-

lindungan konsumen dalam Undang – undang 

Perlindunagn Konsumen memiliki sanksi 

pidana, bahwa segala upaya yang dimaksud-

kan dalam perlindungan konsumen tersebut 

tidak saja terhadap tindakan preventif, akan 

tetapi juga tindakan represif dalam semua bi-

dang perlindungan yang diberikan kepada 

konsumen. Berdasarkan pengamatan, pihak 

transportasi online kurang memperhatikan as-

pek keamanan, kenyamanan, keselamatan, 

keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan 

pengguna jasa aplikasi tersebut. Namun 

K 



 
YAYASAN AKRAB PEKANBARU      

                                                                                        Jurnal  AKRAB JUARA  

                                                       Volume 4 Nomor 5 Edisi Desember 2019 (133-150) 

 

135 

 

menanggapi hal tersebut pihak pelaku usaha 

transportasi online bahwa usaha yang dijalan-

kan hanya sebagai layanan aplikasi yang 

menghubungkan antara pengemudi/pemilik 

kendaraan dengan penumpang. Jadi, urusan 

izin pengangkutan merupakan tanggung jawab 

pengemudi/pemilik kendaraan sebagai mitra. 

Demikian dalam Pasal 9 UULLAJ tentang tata 

cara berlalu lintas bagi pengemudi kendaraan 

bermotor umum serta Pasal 141 UULLAJ 

tentang standar pelayanan angkutan orang dan 

masih banyak pasal lainnya yang terkait de-

ngan adanya upaya memberikan perlindungan 

bagi pengguna dalam penyelenggaraan jasa 

angkutan. Itu beberapa contoh kasus yang 

terjadi pada angkutan massal yang dapat diak-

ses oleh semua orang bahkan anak dibawah 

umur. 

Sebenarnya bukan hanya kendaraan 

tersebut yang disoroti oleh penulis, tapi ba-

nyak kendaraan yang ada di masyarakat ten-

tang penggunaan dan fungsinya sesuai dengan 

sistem transportasi massal yang ada. Ada tiga 

sistem pembentuk sistem transportasi modern 

yang harusnya bisa diterapkan untuk masa 

depan, yaitu: sistem kegiatan, sistem jaringan 

dan sistem pergerakan. Dalam sistem ini harus 

adanya keseimbangan sehingga muncullah 

transportasi yang baik sesuai yang dibutuhkan 

masyarakat. Oleh sebab itu penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang bagaima-

na sistem transportasi yang ada di Indonesia 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

II. METODE PENELITIAN 

a. Jenis penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah meto-

de normatif yaitu penelitian hukum untuk 

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip 

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 

menjawab isu hukum yang dihadapi. Peneliti-

an hukum normatif dilakukan kuntuk mencari 

pemecahan masalah atas isu hukum (legal 

isue) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah 

memberikan preskripsi mengenai rumusan 

masalah yang diajukan. Penelitian hukum 

normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa 

melihat praktek hukum di lapangan (law in 

action). Yang dimaksud adalah penelitian ini 

menganalisa bagaimana sistem transportasi 

massal yang berlaku di Indonesia kemudian 

bagaiman aperlindungan yang ada pada ma-

syarakat terkait sistem tersebut. 

b. Metode Pendekatan 

a. Pembahasan pada penulisan ini akan 

menggunakan pendekatan perundang-

undangan yakni  

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang lalu lintas. 
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 

2014 Tentang Angkutan Jalan. 

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 26 Tahun 2017 Tentang Penyeleng-

garaan Angkutan Orang dengan Kenda-

raan Bermotor Umum tidak dalam 

Trayek. 

5. peraturan perundang-undangan lainnya 

yang berkaitan dengan hal ini. 

b. Pendekatan selanjutnya ialah dengan 

pendekatan konseptual (conceptual ap-

proach) penulis harus merujuk pada 

prinsip-prinsip hukum yang dapat dike-

temukan dalam pandangan-pandangan 

sarjana atupun doktrin-doktrin hukum. 

Meskipun tidak secara eksplisit, konsep 

hukum dapat ditemukan dalam undang-

undangan, hanya saja harus tetap mela-

wati proses pemahaman peneliti terda-

hulu dalam memahami konsep. 

c. Sumber Bahan Hukum 

1. Sumber penelitian ini diperoleh dari 

kepustakaan atau studi dokumen dimana 

leteratur ataupun ketentuan-ketentuan 

perundang-undangan yang berkaitan de-

ngan permasalahan yang penulis bahas. 

Bahan – bahan atau sumber data yang 

dapat dijadikan obyek studi dalam penu-

lisan ini adalah data sekunder yang ter-

diri dari baham hukum primer yang 

digunakan adalah terdiri dari:   Undang-

Undang Dasar 1945, Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), serta 

peraturan perundang-undangan lainnya 

yang berkaitan dengan hal ini. 

2. Bahan hukum sekunder yang digunakan 

adalah yang berasal dari dari literatur, 

jurnal hukum, dan leteratur lainnya yang 

berkaitan dengan permasalahan. 

d. Teknik analisis bahan hukum 

Analisis bahan hukum merupakan pro-

ses penyederhanaan keadaan bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan di pahami sehingga 

dalam penulisan ini memberikan gambaran 

atas masalah yang diangkat atau dibahas sesu-

ai dengan rumusan masalah sebelumnya. Pro-

ses analisa bahan hukum  merupakan suatu 

proses untuk menemukan jawaban atas perta-

nyaan dari pokok permasalahan. Seperti dike-

tahui dalam penulisan ini menggunakan meto-

de pendekatan normatif. 

Penelitian kepustakaan yang dilakukan 

adalah membandingkan peraturan-peraturan, 

ketentuan, dan buku refrensi, serta data yang 

diperoleh mengenai perlindungan terhadap pa-

sien yang memperoleh pelayanan kesehatan 

melalui media berbasis online. Kemudian 
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dianalisis secara kualitatif yang akan membe-

rikan gambaran menyeluruh tentang aspek hu-

kum yang berhubungan dengan masalah yang 

akan diteliti 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pengertian Sistem Transportasi 

Transportasi merupakan alat mobilitas 

unsur pertahanan dan keamanan yang harus 

selalu tersedia, bukan saja untuk keperluan 

rutin angkutan unsur –unsur pertahanan dan 

kemanan. 

Sistem Transportasi adalah suatu bentuk 

keterikatan dan keterkaitan antara penumpang, 

barang, prasarana dan sarana yang berinteraksi 

dalam rangka perpindahan orang atau barang, 

yang tercakup dalam suatu tatanan, baik 

secara alami ataupun buatan/rekayasa. Dalam 

sistem transportasi ada 5 unsur pokok, yaitu:  

a. Orang/Barang yang membutuhkan ;  

b. Kendaraan sebagai alat angkut;  

c. Jalan sebagai prasarana angkutan;  

d. Terminal;  

e. Organisasi sebagai pengelola lingkungan 

Transportasi merupakan kegiatan pemind-

han barang (muatan) dan penumpang dari 

suatu tempat ke tempat yang lain.   

Unsur-unsur diatas harus dipenuhi agar 

sistem yang sudah dibangun dapat terlaksana 

karena dari beberapa unsur yang ada termasuk 

unsur yang pertama yakni orang dan barang, 

tanpa keduanya sistem transportasi tak akan 

dapat terlaksana. Kendaraanpun menjadi fak-

ctor utama karena adanya orang tentu akan 

membutuhkan kendaraan untuk memindahkan 

keduanya dari tempat satu ke tempat yang 

lainnya sesuai kebutuhan yang diinginkan. 

Jalan yang akan dilalui akan terasa lebih 

mudah andai jalanan tersebut dibangun sesuai 

dengan ketentuan. 

Tempat pemberhentian yang tepat juga 

dibutuhkan agar ketertiban dapat terlaksana 

dengan baik. Dari semuanya harus ada penge-

lola yang memadai agar semua aturan yang 

sudah ditentukan oleh pengelola dalam hal ini 

pemerintah atau lembaga yang terkait dan 

sudah diberi wewenang untuk mengatur semu-

anya tentang transportasi. Maka aturan yang 

ada harus jelas karena jika tidak jelas atau 

samar akan menimbulkan penafsiran yang 

bermacam-macam. Seperti halnya kendaraan 

yang digunakan untuk transportasi tersebut, 

ada kategori khusus kendaraan umum yang 

dipakai. 

Secara umum transportasi memegang 

peranan penting dalam dua hal yaitu pemba-

ngunan ekonomis dan pembangunan non eko-

nomis. Tujuan yang bersifat ekonomis misal-

nya peningkatan pendapatan nasional, me-
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ngembangkan industri nasional dan mencipta-

kan serta memelihara tingkat kesempatan 

kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan tujuan 

ekonomis tersebut adapula tujuan yang bersi-

fat non ekonomis yaitu untuk mempertinggi 

integritas bangsa, serta meningkatkan pertaha-

nan dan keamanan nasional. 

2. Fungsi Jasa Angkutan 

Pemindahan barang dari pabrik ke 

tempat pelanggan hanya merupakan bagian 

kecil dari kebutuhan pengangkutan keseluru-

han industry. Tanpa memperhatikan besar ke-

cilnya perusahaan, jenis produksi atau jasa 

yang disajikan, luas pemasarannya atau efisi-

ensi produksi dan administrasinya. Mobilitas 

dibutuhkan baik bagi personalia maupun bagi 

bahan sejak terjadinya kontak pertama dengan 

pelanggan sampai ke titik kepuasan terakhir di 

pihak pelanggan. 

Inilah tanggungjawab “jasa angkutan”, 

suatu fungsi yang isinya tugas pelayanan baik 

kepada produk maupun kepada personalia un-

tuk menjamin “bahwa barang yang tepat bera-

da di tempat yang yang tepat pada saat yang 

tepat”. Ini jalan satu-satunya untuk mencapai 

keberhasilan penjualan dan kepuasan pelang-

gan serta merupakan pertanda bagi suatu usa-

ha yang menguntungkan. 

Dengan berkembangnya ilmu pengeta-

huan baru tentang manajemen distribusi fisik, 

“angkutan” sebagai kegiatan terpisah rupanya 

telah tertelan dalam konsep yang kelihatannya 

lebih luas, namun, berbagai aspek “angkutan’ 

telah dibiarkan begitu saja berada diluar ling-

karan kegiatan yang disebut “distribusi”. 

Kegiatan seperti angkutan personalia, penga-

daan kendaraan untuk organisasi penjuaan dan 

jasa, dan untuk membantu tenaga kerja yang 

fungsinya mengadakan kebijakan pengadaan 

dan pengendalian mobil-mibil milik perusaha-

an bagi tenaga eksekutif dan para manajer, 

sama pentingnya dengan kegiatan mengirim-

kan barang kepada pelanggan dalam rangka 

menentukan kemampulabaan perusahaan seca-

ra menyeluruh. Fungsi transportasi yakni: 

a. Menyediakan kendaraan untuk mengangkut 

produk ke tempat pelanggan. 

b. Merawat dan memperbaiki semua 

kendaraan milik perusahaan. 

c. Memberikan nasihat mengenai kebijakan 

penggantian kendaraan. 

d. Memberikan nasihat mengenai kebijakan 

pembelian kendaraan. 

e. Mengendalikan sediaan bahan bakar. 

f. Menyediakan jasa pengemudi. 

Dengan fungsi tersebut maka transporta-

si bertujuan untuk melayani para masyarakat 
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yang membutuhkan proses transportasi yakni 

perpindahan. Hal ini terkait proses hukum 

yang mengatur transportasi yang sesuai de-

ngan sistem yang berlaku. 

3. Angkutan Sebagai Penunjang 

Pembangunan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi membutuhkan 

jasa angkutan yang cukup serta memadai. 

Tanpa adanya transportasi sebagai sarana pe-

nunjang tidak dapat diharapkan tercapainya 

hasil yang memuaskan dalam usaha pengem-

bangan ekonomi suatu Negara. Untuk tiap 

tingkatan perkembangan ekonomi diperlukan 

kapasitas angkutan yang optimum. Namun 

perlu diperhatikan bahwa penentu kapasitas 

dan tingkatan investasi bukan merupakan hal 

yang mudah. 

Tiap Negara, bagaimanapun tingkatan 

perkembangan ekonominya, dalam rangka 

menyusun sistem transportasi nasional atau 

dalam menetapkan policy transportasi nasional 

harus menentukan terlebih dahulu tujuan-tuju-

an mana yang membutuhkan jasa angkutan 

dalam sistem transportasi nasional. 

Adapun tujuan yang hendak dicapai 

dalam pengembangan ekonomi ialah : 

1. Meningkatkan pendapatan nasional, diser-

tai dengan distribusi yang merata antara 

penduduk, bidang-bidang usaha dan daer-

ah-daerah.  

2. Meningkatkan jenis dan jumlah barang jadi 

dan jasa yang dapat dihasilkan para konsu-

men, industry dan pemerintah. 

3. Mengembangkan industry nasioanal yang 

data menghasilkan devisa serta men-supply 

pasaran dalam negeri. 

4. Menciptakan dan memelihara tingkatan 

kesempatan kerja bagi masyarakat. 

Transportasi memegang peranan penting 

dalam usaha mencapai tujuan-tujuan pengem-

bangan ekonomi tersebut. 

4. Sistem Transportasi Nasional 

Sistem transportasi nasional (SITAR 

NAS) dimaksudkan sebagai pedoman pemba-

ngunan transportasi dengan tujuan agar dapat 

dicapai penyelenggaraan transportasi nasional 

yang efektif dan efisien. Sistarnas adalah 

tatanan transportasi yang terorganisasi secara 

kesisteman, terdiri dari transportasi jalan, 

transportasi kereta api, transportasi sungai dan 

danau, transportasi penyeberangan, transpor-

tasi laut, transportasi udara, dan transportasi 

pipa, yang masing-masing terdiri dari prasara-

na dan sarana, kecuali transportasi pipa, mem-

bentuk suatu sistem pelayanan jasa transpor-

tasi yang efektif dan efisien, berfungsi mela-

yani perpindahan orang dan/atau barang yang 
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terus berkembang secara dinamis. Sistem 

transportasi nasional menjadikan transportasi 

lebih mudah bagi masyarakat karena sasaran 

utama adalah masyarakat secara luas. Penggu-

na transportasi massal ini akan semakin 

berkembang bersamaan dengan kebutuhan 

masyarakat yang cenderung instan dan cepat 

saji. Maka pembangunan sitarnas harus men-

jadi solusi bagi masyarakat. Dalam kajian 

sitarnas bukan hanya pada transportasi tertentu 

saja melainkan seluruh moda transportasi yang 

ada di Indonesia, menentukan transportasi ya-

ng terbaik, menetapkan sistem yang bisa dica-

pai masyarakat dan, dapat menyentuh semua 

kalangan tanpa terkecuali. 

Sasaran SITARNAS adalah terwujudnya 

penyelenggaraan sistem transportasi yang 

efektif dan efisien. Efektif dalam arti selamat, 

aksessibilitas tinggi, terpadu kapasitas mencu-

kupi, teratur lancar dan cepat, mudah dicapai, 

tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, 

aman, serta polusi rendah. Efisien dalam arti 

beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam 

satu kesatuan jaringan transportasi nasional. 

Tujuan sitarnas adalah terwujudnya transpor-

tasi yang efektif dan efisien dalam menunjang 

dan menggerakan dinamika pembangunan, 

meningkatkan mobilitas manusia, barang dan 

jasa, membentuk terciptanya pola distribusi 

nasional yang mantab dan dinamis, serta men-

dukung pengembangan wilayah, dan lebih 

memantabkan perkembangan kehidupan ber-

masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam 

rangka perwujudan wawasan nusantara dan 

meningkatkan hubungan internasional. Per-

kembangan sistem transportasi ini tak luput 

dari peran seluruh komponen yang ada dari 

penyelenggara pemerintah hingga masyarakat 

yang merasakan sepenuhnya perubahan yang 

ada. 

Transportasi publik perkotaan merupa-

kan bagian dari transportasi jalan, transportasi 

jalan adalah salah satu sub sektor dari sektor 

transportasi nasional. Jadi transportasi perko-

taan merupakan salah satu unsur dalam sostem 

transportasi nasional (sitarnas), yang berarti 

sasaran dan tujuannya adalah sejalan dengan 

sasaran dan tujuan sistarnas, yaitu mewujud-

kan pelayanan transportasi yang efektif dan 

efisien. Transportasi yang ada di kota dapat 

dibuat contoh perkembangan transportasi yang 

ada di desa, dengan menerapkan aturan yang 

sama tapi menyesuaikan dengan kondisi geo-

grafis yang ada, memang tidak sembarangan 

dalam menentukan sistem transportasi yang 

ada ini, harus dikaji dengan penuh pengama-

tan yang sistematis. 
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Transportasi yang paling banyak diguna-

kan di Indonesia menurut survey yang dilaku-

kan pada akhir tahun 2017 dengan responden 

sejumlah 6.904 orang dan hasilnya adalah 

sebagai berikut 

1. Berdasarkan kendaraan yang sering diguna-

kan orang Indonesia 

a. Kendaraan pribadi sejumlah 53,9 %- 

b. Kendaraan umum sejumlah 52,4 % 

2. Berdasarkan kendaraan pribadi yang sering 

digunakan 

a. Motor Sejumlah 80,2 % 

b. Mobil Sejumlah 36,7 % 

3. Alasan menggunakan kendaraan pribadi 

a. Hemat Sejumlah 52,3 % 

b. Aman dan nyaman Sejumlah 43,5% 

c. Tidak suka menunggu Sejumlah 37,7 % 

d. Jarak ke kantor dekat Sejumlah 23,3 % 

e. Alasan lainnya Sejumlah 4,4 % 

f. Lebih cepat Sejumlah 0,15 % 

Dari data diatas dapat kita lihat kendara-

an pribadi masih menjadi primadona ma-

syarakat untuk melakukan aktifitas pergera-

kan, tapi kita tidak mungkin bisa langsung 

menyatakan betapa pentingnya kendaraan pri-

badi karena selisih penggunaan transportasi 

massal juga tidak terlalu signifikan, hanya 

terpaut 1,5 % saja dari 6.904 responden. Hal 

ini penting dikaji menggapa transportasi 

dengan menggunakan mobil pribadi lebih 

disukai, dari alasan tersebut yang menjadi 

faktor utama adalah hemat secara finansial. 

Perlu kita soroti lagi adalah sistem keamanan 

yang menempati urutan kedua alasan menggu-

nakan kendaraan pribadi. Sebenarnya dalam 

undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan 

nomor 22 tahun 2009 keamanan sudah diatur 

sedemiakian rupa untuk mengantisipasi hal 

yang tidak diinginkan, tapi faktanya masih ba-

nyak kejadian yang menyebabkan kerugian 

bagi konsumen. Dari hasil survei menunjuk-

kan, jumlah responden yang pernah mengala-

mi kejadian kurang menyenangkan saat 

menggunakan transportasi umum offline men-

capai 62,3 %. Sedangkan yang mengaku tidak 

pernah mengalami kajadian tidak menyenang-

kan hanya 37,7 %. 

Perubahan yang ada dalam sistem trans-

portasi nasional ini dapat dipengaruhi oleh 

Sistem Transportasi Modern dapat dijelaskan 

dengan bentuk sistem transportasi makro yang 

terdiri dari beberapa sistem transportasi mikro. 

Sistem transportasi secra menyeluruh atau 

dinamakan makro dapat dipecah menjadi 

beberapa sistem yang lebih kecil atau mikro 

yang disebut sebagai sistem, yang masing-

masing saling terkait dan saling mempengaru-

hi. Sistem inilah yang dalam konteks pemaha-
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man sistem pada penjelasan sebelumnya dise-

but sebagai komponen. Masing-masing sistem 

tersebut terdiri dari beberapa komponen pem-

bentuk yang juga saling berhubungan antara 

satu dengan lainnya. Sistem-sistem pembentuk 

sistem transportasi modern tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Sistem Kegiatan 

Sistem kegiatan merupakan sistem mik-

ro yang pertama. Sebagaimana dijelaskan 

pada kegiatan belajar sebelumnya bahwa 

transportasi timbul karena adanya proses pe-

menuhan kebutuhan, dimana kita melakukan 

pergerakan dikarenakan tidak semua kebutu-

han kita bisa dipenuhi ditempat dimana kita 

berada. 

Berbicara mengenai sistem kegiatan se-

sungguhnya sangat berkaitan dengan apa yang 

dsebut tata guna lahan dan pada setiap sistem 

kegiatan ini memiliki jenis kegiatan tertentu 

yang dapat membangkitkan pergerakan dan 

akan menarik pergerakan dalam proses pem-

enuhan kebutuhan. Sistem tersebut merupakan 

sistem pola kegiatan tata guna lahan yang 

terdiri dari sistem pola kegiatan social, 

ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya. 

Kegiatan yang timbul dalam sistem ini 

membutuhkan pergerakan sebagai alat peme-

nuhan kebutuhan yang perlu dilakukan setiap 

hari yang tidak dapat dipenuhi oleh tata guna 

lahan tersebut. Pergerakan yang dimaksudkan 

dapat meliputi pergerakan manusia maupun 

pergerakan barang. Pada konteks ekonomi, 

pergerakan barang lebih dimaksudkan untuk 

mendapatkan nilai tambah (value added), 

sementara untuk pergerakan manusia memiliki 

banyak tujuan, baik untuk tujuan bekerja, ber-

belanja, sekolah, ke tempat pelayanan keseha-

tan, hiburan, dan sebagainya. Namun ada inti-

nya, besarnya pergerakan sangat berkaitan erat 

dengan jenis dan intensitas kegiatan yang 

dilakukan. 

2. Sistem Jaringan 

Pergerakan baik yang berupa pergerakan 

manusia dan/atau barang sebagaimana dimak-

sudkan tersebut diatas jelas membutuhkan 

sarana dan prasarana yang menunjang. Sarana 

yang dimaksudkan disini lebih kepada kebu-

tuhan akan moda transportasi untuk melaku-

kan pemindahan orang dan/atau barang, se-

mentara prasarana yang dimaksudkan adalah 

tempat moda transportasi tersebut bergerak. 

Pada konteks sistem jaringan yang me-

rupakan sistem mikro yang kedua dimaksud-

kan lebih kepada prasarana transportasi yang 

merupakan media bagi moda transportasi 

untuk melakukan pergerakan misalnya jarinya 

jalan raya, juga termasuk didalamnya bebera-
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pa simpul seperti terminal bus, stasiun kereta 

api, bandara, dan pelabuhan laut.  

3. Sistem Pergerakan 

Interaksi antara sistem kegiatan dan sis-

tem jaringan ini menghasilkan pergerakan 

manusia dan/atau barang dalam bentuk perge-

rakan kendaraan dan/atau orang (pejalan 

kaki). Disinalah pembahasan mengenai sarana 

transportasi tercakup, dimana sarana transpor-

tasi ini merupakan media yang mewadahi ber-

bagai kebutuhan pergerakan tersebut 

Sebagaimana telah disebutkan diatas 

bahwa antar komponen pendukung sistem 

dalam sistem transportasi modern ini akan 

berinteraksi antara satu dengan yang lain, dan 

interaksi ini akan menyebabkan beberapa pe-

rubahan pada masing-masing sistem atau 

pendukung. Maksudnya adalah bahwa interak-

si dalam sistem kegiatan atau sistem tata guna 

lahan dengan sistem jaringan transportasi, 

perubahan pada salah satu komponen (sistem 

kegiatan) dapat menyebabkan perubahan pada 

komponen lainnya (sistem jaringan dan sistem 

pergerakan). Dari ketiga sistem transportasi 

modern dapat digambarkan dan diilustrasikan 

sebagai berikut: 

 
Tabel 1.1. Sistem Trasnportasi Modern 

Dari gambar diatas, jelas terlihat hubu-

ngan keterkaitan atau interaksi antar sistem 

atau komponen pendukung dari sitem trans-

portasi modern yang terdiri dari sitem kegia-

tan, sistem jaringan dan sistem pergerakan. 

Ketiga sistem mikro ini saling berinteraksi 

dalam suatu sistem yang lebih makro yaitu sis-

tem transportasi modern. Ketiga sistem terse-

but di Indonesia dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

a. Sistem kegiatan 

Bappenas, Bappeda Privinsi dan Bappe-

da kabupaten/kota, Bangda, dan Pemda. 

b. Sistem Jaringan 

Departemen Perhubungan (darat, laut, 

udara), Bina Marga. 

c. Sistem Pergerakan 

Organda, Polantas, Masyarakat dan 

Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ). 

Sistem transportasi yang menunjukan 

bahwa komponen pendukung diatas bukan 

 
Sistem 

Jaringan 

 
Sistem 

Pergeraka
n 

 
Sistem 

Kegiatan 
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saja berpengaruh dalam perjalanan transpor-

tasi masa depan yang ada di Indonesia tapi 

menjadi faktor penting dalam mewujudkan 

sistem transportasi nasional yang dapat dirasa-

kan dan dinikmati manfaatnya oleh masyara-

kat secara luas, bukan hanya dari beberapa 

orang yang memanfaatkan, tapi terciptanya 

sistem transportasi massal ini berguna untuk 

pengembangan kehidupan yang berkelanjutan. 

Transportasi yang ada di Indonesia sebe-

narnya sudah ada aturan mengenai jaringan 

lalu lintas dan angkutan jalan yakni pada bab 

VI bagian kesatu pasal 14 yang berbunyi: 

(1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan 

pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan untuk menghubungkan 

semua wilayah di daratan.  

(2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pa-

da ayat (1) berpedoman pada Rencana 

Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan sesuai dengan kebutuhan. 

(3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pa-

da ayat (1) terdiri atas: a. Rencana Induk 

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Nasional; b. Rencana Induk Jaringan Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi; dan c. 

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Kabupaten/Kota. 

Pasal 14 tersebut menjadi pedoman da-

lam menjelaskan betapa pentingnya jaringan 

yang ada untuk menentukan transportasi yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat mulai 

dari sistem yang tersusun secara nasional hi-

ngga kabupaten juga pedesaan. Sasaran yang 

tepat untuk masayrakat pedesaan terkadang 

lebih fleksibel dalam penerapan aturan, karena 

masayarakat desa lebih mengutamakan keke-

luargaan untuk menyelesaikan masalah, juga 

adanya rasa tenggangrasa yang tinggi, menga-

pa demikian, karena transportasi yang ada di 

desa lebih kepada kebersamaan untuk menca-

pai tujuan. Secara aturan jaringan yang dite-

tapkan pemerintah menyesuaikan keadaan se-

suai dengan wilayah. 

Sistem transportasi tak lepas juga dari 

tata guna lahan atau sistem aktivitas, peren-

canaan transportasi untuk masa yang akan da-

tang selalu dimulai dari perubahan dan per-

kembangan tata guna lahan. Oleh sebab itu, 

adalah penting mengetahui perencanaan tata 

guna lahan dalam merencanakan sistem ang-

kutan. Kondisi demikian itu semakin mengu-

atkan asumsi dasar perencanaan sistem trans-

portasi, yaitu bahwa kebutuhan akan transpor-

tasi berhubungan langsung dengan penyebaran 
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dan intensitas petak tata guna lahan yang 

berlainan disebuah kota.  

Kecenderungan pola penyebaran tata gu-

na lahan ini berindikasi pada pola aktivitas 

masyarakat dan menimbulkan jarak fisik anta-

ra suatu lokasi aktivitas dengan lokasi aktivi-

tas lainnya. Dua elemen ini, pola penyebaran 

lokasi aktivitas masyarakat dan jarak fisik 

lokasi-lokasi tersebut, sangat potensial mem-

berikan dorongan (stimulasi) timbulnya perge-

rakan lalu-lintas. Kuantitas arus pergerakan 

atau lalu-lintas ini dihitung sebagai jumlah 

kebutuhan akan jasa transportasi. Jadi hasil 

perencanaan transportasi, sebenarnya adalah 

prediksi besaran jumlah lalu-lintas orang, 

barang atau kendaraan yang bergerak atau 

berjalan pada masa yang akan datang. Kebu-

tuhan transportasi harus ditunjang dengan sis-

tem transportasi yang disebutkan diatas yakni 

harus ada keseimbangan antara sistem dan tata 

letak yang ada yakni lahan yang digunakan. 

Sistem yang bagus tidak menutup kemung-

kinan akan ada perubahan pada pola transpor-

tasi yang ada tapi harus didukung dengan 

lokasi yang strategis agar semuanya dapat 

tercapai dengan baik. Sistem ini yang harus-

nya berlaku di Indonesia yang ada 3 sistem 

mikro yang tersusun dalam sistem makro. 

Sistem transportasi dapat dihubungkan 

dalam sistem informasi dan komunikasi lalu 

lintas dan angkutan jalan yang terdapat dalam 

pasal 245 UULLAJ bab XVI yakni: 

(1) Untuk mendukung Keamanan, Keselama-

tan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem 

informasi dan komunikasi yang terpadu.  

(2) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan 

Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan dilaksanakan oleh Pemerintah, peme-

rintah provinsi, dan pemerintah kabupaten / 

kota berdasarkan ketentuan peraturan peru-

ndang-undangan.  

(3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 

kegiatan perencanaan, pengaturan, pengen-

dalian, dan pengawasan serta operasional 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 

meliputi:  

a. Bidang prasarana Jalan;  

b. Bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan; dan  

c. Bidang registrasi dan identifikasi Ken-

daraan Bermotor dan Pengemudi, pene-

gakan hukum, operasional Manajemen 

dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pen-

didikan berlalu lintas. 



 
YAYASAN AKRAB PEKANBARU      

                                                                                        Jurnal  AKRAB JUARA  

                                                       Volume 4 Nomor 5 Edisi Desember 2019 (133-150) 

 

146 

 

Pada ayat 1 dijelaskan bahwa untuk 

mewujudkan transpotasi yang demikian diper-

lukan komunikasi yang terpadu, yang dimak-

sud terpadu dalam undang-undang tidak dije-

laskan secara gamblang bahkan tidak ada 

penjelasan hanya tertulis cukup jelas. Sebe-

narnya kejelasan kata terpadu perlu diuraikan, 

yang dimaksud komunikasi yang bagaimana 

apakah hanya dengan komunikasi verbal atau 

non verbal atau harus dengan yang lainnya. 

Teori kepastian hukum menyebutkan bahwa 

segala aturan harus ada kejelasan mengenai 

bagaimana hukum mengatur sesuatu. Adanya 

kepastian hukum membuat masyarakat menja-

dikan hukum sebagai keputusan tertinggi kare-

na dapat mengetahui akibat yang ditimbulkan 

dari aturan tersebut. Sistem transportasi ber-

kaitan dengan sistem komunikasi yang diba-

ngun berdasarkan kebutuhan masyarakat yang 

dengan kebutuhan transportasi yang kom-

pleks. 

Peraturan Pemerintah Republik Indo-

nesia nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan 

jalan yang terdapat pada bab XII tentang 

Sistem Informasi Manajemen Perizinan 

Angkutan pasal 119 yang berbunyi:  

(1) Pejabat yang berwenang menerbitkan izin 

penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek, 

Angkutan tidak dalam Trayek, dan Angku-

tan barang khusus wajib menyelenggarakan 

sistem informasi manajemen perizinan 

Angkutan.  

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan kegiatan pengum-

pulan dan pengolahan data perizinan ber-

dasarkan:  

a. Laporan pengusaha Angkutan mengenai 

realisasi Angkutan setiap bulan;  

b. Hasil pengendalian dan pengawasan; 

dan  

c. Hasil penilaian kinerja perusahaan 

Angkutan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem 

informasi manajemen perizinan Angkutan 

diatur dengan peraturan Menteri. 

Sistem informasi yang ada dalam angku-

tan jalan diharuskan semua kendaraan mem-

punyai dalam bentuk yang sudah diatur oleh 

pemerintah. Sistem informasi ini berguna bagi 

angkutan baik kota hingga nasional untuk 

mengkomunikasiakan setiap pergerakan yang 

dilakukan. Sistem informasi ini dapat berjalan 

jika semua dapat berkoordinasi dengan baik 

antara pembuat kebijakan, pengusaha bahkan 

masyarakat yang sebagai konsumen. Peran 

masyarakat sangat penting dalam sistem ini 

karena masyarakat dapat membri masukan, 

memantau, melaporkan kondisi transportasi 
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yang ada, tentunya akan ditindak lanjuti oleh 

pejabat yang berwenang.  

Sistem transportasi yang efektif perlu 

didukung dengan adanya asas yang mendasari 

sistem tersebut serta tujuan apa yang akan 

dicapai dari tujuan pembangunan sistem trans-

portasi massal. Berikut pengertian asas yang 

terdapat dalam sistem transportasi massal. A-

sas adalah suatu dasar, dimana asas menjadi 

suatu landasan atau prinsip dari suatu Peratu-

ran Perundang-undangan, Dalam setiap un-

dang-undang yang dibuat pembentuk undang-

undang, biasanya dikenal sejumlah asas atau 

prinsip. Asas merupakan suatu fondasi dalam 

suatu undang-undang dan peraturan pelaksa-

nanya. asas-asas di kesampingkan, maka run-

tuhlah bangunan undang-undang itu dan 

segenap peraturan pelaksananya. Hukum 

pengangkutan juga terdapat asas-asas, yang 

terbagi kedalam dua jenis, yaitu: 

1) Bersifat  publik 

a. Yaitu Asas-asas yang terdapat pada tiap-

tiap Undang-undang pengangkutan baik 

darat laut maupun udara, asas yang 

bersifat Publik diantaranya yaitu: 

b. Asas manfaat, bahwa pengangkutan 

harus dapat memberikan manfaat sebe-

sar besarnya bagi kemanusiaan, pening-

katan kesejahteraan rakyat dan pengem-

bangan perikehidupan yang berkesinam-

bungan bagi warga negara, serta upaya 

peningkatan pertahanan dan keamanan 

negara. 

c. Asas usaha bersama dan kekeluargaan 

yaitu, bahwa penyelenggaraan usaha di 

bidang pengangkutan dilaksanakan unt-

uk mencapai cita-cita dan aspirasi bang-

sa yang dalam kegiatannya dapat dilaku-

kan oleh seluruh lapisan masyarakat dan 

dijiwai oleh semangat kekeluargaan. 

d. Asas adil dan merata yaitu, bahwa 

penyelenggaraan penegangkutan harus 

dapat memberikan pelayanan yang adil 

dan merata kepada segenap lapisan ma-

syarakat dengan biaya yang terjangkau 

oleh masyarakat. 

e. Asas keseimbangan yaitu, bahwa pe-

ngangkutan harus diselenggarakan sede-

mikian rupa sehingga terdapat keseim-

bangan yang serasi antara sarana dan 

prasarana, antara kepentingan pengguna 

dan penyedia jasa, antara kepentingan 

individu dan masyarakat, serta antara 

kepentingan nasional dan internasional. 

f. Asas kepentingan umum yaitu, bahwa 

penyelenggaraan pengangkutan harus 

mengutamakan kepentingan pelayanan 

umum bagi masyarakat luas. 
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g. Asas keterpaduan yaitu, bahwa pener-

bangan harus merupakan kesatuan yang 

bulat dan utuh, terpadu, saling menun-

jang, dan saling mengisi baik intra 

maupun antar moda transportasi. 

h. Asas kesadaran hukum yaitu, bahwa 

mewajibkan kepada pemerintah untuk 

menegakkan dan menjamin kepastian 

hukum serta mewajibkan kepada setiap 

warga negara Indonesia untuk selalu 

sadar dan taat kepada hukum dalam 

penyelenggaraan pengangkutan. 

i. Asas percaya pada diri sendiri yaitu, 

bahwa pengangkutan harus berlandas-

kan pada kepercayaan akan kemampuan 

dan kekuatan sendiri, serta bersendikan 

kepada kepribadian bangsa. 

j. Asas keselamatan Penumpang, yaitu 

bahwa setiap penyelenggaraan pengang-

kutan penumpang harus disertai dengan 

asuransi kecelakaan. 

2) Asas yang bersifat perdata 

Asas yang bersifat perdata merupakan 

landasan hukum pengangkutan yang hanya 

berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam 

pengangkutan niaga, yaitu pengangkut dan 

penumpang atau pengirim barang. Asas-asas 

Pengangkutan yang bersifat perdata adalah 

sebagai berikut: 

a. Konsensual yaitu pengangkutan tidak 

diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah 

cukup dengan kesepakatan pihak-pihak. 

Tetapi untuk menyatakan bahwa perjan-

jian itu sudah terjadi atau sudah ada 

harus dibuktikan dengan atau didukung 

oleh dokumen angkutan. 

b. Koordinatif yaitu pihak-pihak dalam pe-

ngangkutan mempunyai kedudukan se-

tara atau sejajar, tidak ada pihak yang 

mengatasi atau membawahi yang lain. 

Walaupun pengangkut menyediakan 

jasa dan melaksanakan perintah penum-

pang/pengirim barang, pengangkut bu-

kan bawahan penumpang/pengirim ba-

rang. Pengangkutan adalah perjanjian 

pemberian kuasa. 

c. Campuran yaitu  pengangkutan merupa-

kan campuran dari tiga jenis perjanjian, 

yaitu pemberian kuasa, penyimpanan 

barang, dan melakukan pekerjaan dari 

pengirim kepada pengangkut. Ketentuan 

ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada 

pengangkutan, kecuali jika ditentukan 

lain dalam perjanjian pengangkutan. 

d. Retensi yaitu pada pengangkutan tidak 

menggunakan hak retensi. Penggunaan 

hak retensi bertentangan dengan tujuan 

dan fungsi pengangkutan. Pengangkutan 
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hanya mempunyai kewajiban menyim-

pan barang atas biaya pemiliknya. 

e. Pembuktian dengan dokumen yaitu se-

tiap pengangkutan selalu dibuktikan de-

ngan dokumen angkutan. Tidak ada do-

kumen angkutan berarti tidak ada per-

janjian pengangkutan, kecuali jika ke-

biasaan yang sudah berlaku umum, 

misalnya pengangkutan dengan angku-

tan kota (angkot) tanpa karcis/tiket pe-

numpang. 

Asas publik yang berlandaskan kepada 

kepentingan masyarakat, yakni apa yang 

memberi manfaat bagi masyarakat harus 

dilakukan sesuai dengan teori keadilan yang 

manyatakan bahwa tentang hak dan kebeba-

san, peluang kekuasaan, pendapatan dan ke-

makmuran. Maka, sesuatu yang dibuat oleh 

pemerintah harus berlandaskan keadilan yang 

sesuai dengan asas publik bagi pengangkutan. 

Pasal 203 tentang keselamatan lalu Lin-

tas dan angkutan Jalan dalam hal ini pemerin-

tah bertanggung jawab penuh. Guna menjamin 

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan 

maka ditetapkan rencana umum nasional, 

meliputi: 

a. Penyusunan program nasional kegiatan 

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. 

Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan 

perlengkapan keselamatan lalu lintas dan 

angkutn jalan. 

b. Pengkajian masalah keselamatan lalu lints 

dan angkutan jalan. 

c. Manajemen keselamatan lalu lintas dan 

angkutan jalan. 

Menjamin keselamatan penumpang juga 

pengusaha angkutan umum, seperti keamanan 

juga disusun sesuai dengan pola yang baik 

untuk kemaslahatan bersama, bukan hanya 

pemerintah tapi masyarakat umum. Ada iden-

tifikasi untuk memenuhi kebutuhan masyara-

kat akan transportasi yang complete tidak ha-

nya pelayanan jasa tapi hingga moda trans-

portasi yang digunakan serta wilayah cakupan 

masing-masing. Pemerintah juga menyediakan 

dan memelihara sarana dan prasarana yang 

sudah dibuat. Beberapa masalah pasti akan 

muncul dari berbagai sistem yang sudah di-

buat, maka antisipasi dari pemerintah harus 

menciptakan problem solving bagi masalah 

yang timbul dengan adanya perencanaan 

manajemen yang terstruktur hingga memben-

tuk susunan sistem yang efektif dan efisien. 

IV. KESIMPULAN  

Berdasarkan uraian diatas hasil analisa 

penulis tentang sistem transportasi nasional 

dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan 

transportasi dengan tujuan agar dapat dicapai 
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penyelenggaraan transportasi nasional yang 

efektif dan efisien. Pembentuk sistem trans-

portasi yang baik adanya subsistem yang 

saling berkaitan yakni sistem Kegiatan, sistem 

Jaringan dan sistem Pergerakan. Ketiga sistem 

tersebut akan berkolerasi dengan sistem jari-

ngan yang ada pada pasal 14 undang-undang 

lalu lintas dan angkutan jalan nomor 22 tahun 

2009, yang mewujudkan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pe-

ngembangan Jaringan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua 

wilayah di daratan. Serta dilanjutkan pasal 245 

yakni untuk mendukung Keamanan, Kesela-

matan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem 

informasi dan komunikasi yang terpadu. Pada 

intinya harus ada keselarasan antara peraturan 

perundang-undangan dengan sistem yang 

sudah dirancang oleh para ahli tata ruang ja-

lan, hubungan yang baik antara kedua pe-

mangku jabatan pada masing-masing hierarki 

ketatanegaraan yang nantinya akan berkaitan 

dengan masayrakat luas sebagai sasaran dalam 

kegiatan transportasi. 
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